
  

 
 

BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI MALINAU 

NOMOR 12 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas 
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962; 

 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5362); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 
 
 

4. Undang-Undang... 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 
 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil; 

 
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2019 Nomor 3); 

 
 

12. Surat... 
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12. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor: B/230/M.SM.04.00/2020 tanggal 24 Februari 

2020 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Malinau; 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU. 
 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Bupati adalah Bupati Malinau. 
 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
 

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN 
dalam suatu satuan organisasi. 

 
4. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan 

fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS 

dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pada instansi 
pemerintah. 

 
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu.  

 

6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
 

7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu 

jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria 
yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor 

jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 
 

8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat 

jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 

 
9. Nilai... 
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9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan 

informasi jabatan. 
 

10. Persediaan Pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. 

 
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN 
dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

 
BAB II 

PENETAPAN KELAS JABATAN 

 
Pasal 2 

 
Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan 
Pelaksana, serta Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malinau ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran 

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati 
ini. 

 

 
Pasal 3 

 

Dalam hal terjadi perubahan terhadap Kelas Jabatan dan Nilai 
Jabatan dari Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau sebagai akibat adanya penambahan, penghapusan, 
evaluasi, penyederhanaan, penataan/restrukturisasi, perubahan,  
dan penyesuaian organisasi/kelembagaan dan/atau Jabatan, PPK 

mengusulkan perubahan hasil Evaluasi Jabatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

 

BAB III 
PENDANAAN 

 

Pasal 4 
 

Segala biaya yang diperlukan atau timbul akibat ditetapkan 
dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
 
 

BAB IV... 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Malinau. 

 

 
 

 
 
 

 

 
      ttd. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
           ttd. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 12. 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
JEMI, SH., M.Si 

NIP. 19690627 200312 1 008 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


